BAB I
PENDAHULUAN
A.  LATAR BELAKANG
Terjadinya krisis multidimensi pada paruh kedua Tahun 1997, mengakibatkan adanya peningkatan kompleksitas problematika dan dinamika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik yang berasal dari lingkungan mondial maupun domestik. Dari lingkungan mondial misalnya, pada saat kawasan Asia Tenggara di Tahun 1997/1998 terimbas oleh krisis ekonomi-moneter yang cukup parah, Indonesia dengan sangat terpaksa harus meminta bantuan dana International Monetary Funds (IMF) atau Negara/Lembaga Donor lainnya. Problematika yang muncul tataran domestik adalah seiring dengan penerapan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang mulai diberlakukan Tahun 2001, dimana muncul berbagai polemik maupun permasalahan, mulai dari adanya perbedaan pandangan, pemahaman bahkan penafsiran yang sempit dan dangkal tentang otonomi daerah. Berbagai gejala tuntutan dari “putra daerah” hingga pemekaran wilayah yang pada akhirnya memengaruhi pula pengalokasian anggaran pembangunan. Adanya problematika akibat pengaruh mondial maupun domestik tersebut menuntut adanya kesiapan Pemerintah dalam menyikapi dinamika tersebut, utamanya program/proyek/kegiatan yang sumber dananya melalui grant atau loan luar negeri. Dimana hal tersebut termasuk program/proyek/kegiatan yang sedang berjalan (on going project) yang menjadi tanggung jawab pusat namun pelaksanaannya diserahkan ke daerah. Sehingga, manakala dicermati dari pendekatan paradigma tradisional yang berlaku dalam lingkungan birokrasi pemerintah yakni paradigma legalistik, maka untuk menilai kinerja pemerintah pada umumnya diukur dari kemampuannya menegakkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku sesuai dengan salah satu fungsi birokrasi yaitu fungsi pengaturan. 

Untuk menilai kinerja pemerintah di masa kini dan di masa depan fungsi pengaturan yang dimiliki pemerintah tersebut haruslah diselenggarakan dengan seefektif mungkin. Hanya saja, karena fungsi pelayanan masyarakat diperkirakan lebih menonjol di masa depan, diperlukan kriteria baru untuk mengukur kinerja birokrasi secara keseluruhan. Dengan lain perkataan, birokrasi di masa depan akan semakin dituntut untuk menyelenggarakan peran dan fungsinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seperti di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan administratif, dalam suatu sistem kinerja tinggi. 

Secara konsepsual, kinerja itu dimaknai sebagai sebuah gambaran/deskripsi tentang kekuatan dan kelemahan yang terkait dengan pekerjaan dari seseorang atau suatu kelompok. Untuk mendukung proses kinerja dalam manajemen umumnya disepakati paling tidak terdapat tiga bidang kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan proses manajemen yakni kemampuan teknis, sosial, dan konsepsual. Kemampuan teknis (technical skill) merupakan kemampuan menggunakan pengetahuan, metode, teknik dan peralatan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas tertentu yang diperoleh dari pengalaman, pendidikan dan pelatihan. Kemampuan sosial (social/human skill) merupakan kemampuan dalam bekerja dengan dan melalui orang lain, yang mencakup pemahamann tentang motivasi dan penerapan kepemimpinan yang berdayaguna dan berhasilguna. Kemampuan konsepsual (conceptual skill) merupakan kemampuan untuk memahami kompleksitas organisasi dan penyesuaian bidang gerak unit kerja masing-masing ke dalam bidang operasional organisasi secara menyeluruh. Kemampuan ini memungkinkan seseorang bertindak selaras dengan tujuan organisasi secara menyeluruh daripada hanya atas dasar tujuan dan kebutuhan kelompoknya sendiri.
Dalam konteks pembangunan daerah, untuk menilai kinerja pembangunan daerah adalah sejauh mana penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan secara sungguh-sungguh. Salah satu program  yang menonjol dalam konsteks pembangunan daerah adalah terkait dengan pengembangan wilayah. Yaitu salah satu program pembangunan regional yang bertujuan untuk mendorong laju pertumbuhan suatu daerah yang dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Dengan demikian hasil dari pengembangan wilayah tersebut secara nyata dapat dilihat dari (misalnya) semakin sedikitnya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, kemandirian perekonomian daerah, optimalisasi layanan publik, rendahnya kesenjangan antarwilayah, dan lain sebagainya yang dikenal dengan indikator pengembangan wilayah. 

Telah banyak kajian dan disiplin ilmu yang berusaha mendefinisikan pengertian pengembangan wilayah baik itu yang menekankan pada aspek teknologi, spasial (keruangan), ekonomi, sosial budaya, lingkungan maupun aspek-aspek lainnya. Hal terpenting di sini adalah menemukenali ide pokok dari setiap definisi pengembangan wilayah dengan berbagai latar belakang disiplin ilmu tersebut sehingga pada akhirnya bermuara pada tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu wilayah tertentu. Suksesnya pelaksanaan pembangunan daerah sangat bergantung dari dukungan seluruh pelaku pembangunan (stakeholders) baik pemerintah (pusat dan daerah), swasta maupun masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah di era otonomi daerah sekarang ini, bergantung dari beberapa faktor yang saling kait-mengait, antara lain:
Komitmen daerah adalah kunci utama keberhasilan setiap tindakan yang akan ditempuh. Komitmen ini harus dibangun oleh semua lembaga di tingkat Pusat, Daerah maupun masyarakat. Komitmen merupakan landasan berpikir untuk mengambil kebijakan yang obyektif. Jika komponen ini tidak ada, maka setiap pengambilan kebijakan yang ditonjolkan adalah kepentingan pribadi, golongan maupun lembaga atau daerahnya.
Koordinasi antar departemen/LPND dalam melaksanakan fungsi pemerintahan di bidang pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah di era otonomi daerah, maka kerjasama antar departemen yang dikoordinasi oleh Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan Departemen Dalam Negeri mutlak diperlukan. Di samping itu, dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan kegiatan yang dibiayai dengan Dana Alokasi Khusus (DAK), diharapkan peranan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan Departemen Keuangan dapat lebih ditingkatkan, terutama untuk memfasilitasi pembangunan bagi daerah yang sumber-sumber pembiayaannya kecil dan kondisinya masih jauh tertinggal.
Sosialisasi otonomi daerah merupakan hal yang harus dilakukan di setiap kesempatan agar setiap pejabat pemerintah dan masyarakat mempunyai satu persepsi dan penafsiran yang sama atas setiap langkah yang akan dilakukan pemerintah dalam menyukseskan pembangunan daerahnya masing-masing. 
Keterlibatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat merupakan langkah yang strategis yang harus dilakukan baik oleh pemerintah maupun oleh anggota masyarakat yang lain, agar mereka merasa terlibat secara langsung dalam pelaksanaan pembangunan di era otonomi daerah. Masyarakat perlu disadarkan bahwa mereka adalah subyek pembangunan yang dengan kemauan dan kemampuan mereka sendiri, dapat mencapai kesejahteraan hidup. Melalui pelibatan masyarakat secara optimal, Pemerintah Daerah nantinya berfungsi sebagai regulator untuk menciptakan aturan main yang mampu memberikan akses terhadap masyarakat dalam pengambilan keputusan  sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; sebagai sebagai insiator  yang berperan di dalam memunculkan proses-proses inovatif dalam mengembangkan kegiatan/program; sebagai mediator yang menjadi penghubung di dalam membangun pengembangan kerjasama saling menguntungkan antara masyarakat dengan pihak lain, sebagai enabler atau fasilitator atas apa yang menjadi aspirasi masyarakat setempat dan memberikan kemudahan-kemudahan proses bagi berlangsungnya partisipasi masyarakat di dalam pembangunan; dan terakhir sebagai protektor yang menjadi pelindung terhadap upaya pihak-pihak tertentu yang merugikan masyarakat dan atau proses pembangunan. Selain faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pembangunan daerah berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan pengembangan wilayah, penilaian terhadap berhasil tidaknya pengembangan wilayah di suatu daerah tidak dapat dilakukan tanpa suatu perangkat penilaian yang menyeluruh, mudah dioperasikan, dan senantiasa sesuai perkembangan zaman. Perangkat penilaian tersebut selayaknya mengandung parameter pengukuran yang jelas, yang tidak semata-mata mengukur dari sisi ekonomis (ukuran statistik PDRB) melainkan juga dari sisi kesejahteraan penduduk maupun unsur-unsur kualitatif lainnya. 

Untuk itulah diperlukan suatu alat pengukur berupa indikator pengembangan wilayah. Indikator inilah yang diharapkan dapat berlaku umum baik di kalangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sehingga perbedaan persepsi/penilaian terhadap keberhasilan pengembangan wilayah di suatu daerah dapat diminimalisir sedini mungkin. Untuk menyusun indikator tersebut, setidaknya memenuhi beberapa kriteria: Jelas dan mudah dipahami, Dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, Dapat dipergunakan untuk mengukur keberhasilan pengembangan wilayah secara komprehensif dan berlaku umum dan mempermudah masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap proses pengembangan wilayah yang sudah berjalan. 

Adapun indikatornya antara lain:

· Tingkat Pendapatan Domestik Regional Bruto;

· Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi setiap orang;

· Berkurangnya ketimpangan antarwilayah maupun antarsektor;

· Terciptanya lapangan kerja bagi penduduk lokal;

· Terciptanya rasa aman di tengah masyarakat;

· Pelibatan penduduk lokal dalam pembangunan daerahnya;

· Pembangunan yang ramah lingkungan (pembangunan berkelanjutan);

· Terdapat konsep perencanaan yang efektif;

· Terdapat keterkaitan lokal (hulu dan hilir);

· Pelibatan unsur swasta dalam pembangunan secara proporsional;

· Kinerja aparatur pemerintah.

Manakala dikategorikan, indikator keberhasilan pengembangan wilayah dilihat sebagai kesuksesan pembangunan daerah, yaitu :

Produktivitas, yang dapat diukur dari perkembangan kinerja suatu institusi beserta aparatnya;

Efisiensi, yang terkait dengan meningkatnya kemampuan teknologi/sistem dan kualitas sumberdaya manusia dalam pelaksanaan pembangunan;

Partisipasi masyarakat, yang dapat menjamin kesinambungan pelaksanaan suatu program wilayah. Kesepuluh indikator di atas diharapkan dapat menjadi jembatan penyamaan persepsi dan penilaian baik bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam upaya menilai keberhasilan pengembangan wilayah dalam konteks kinerja pembangunan daerah di suatu daerah tertentu. Adapun indikator tersebut masih bersifat umum yang berarti akan mengalami penyesuaian seperlunya dengan kondisi masing-masing daerah. Walaupun demikian kesepuluh indikator tersebut telah menjiwai dari paradigma permbangunan daerah yang baru yaitu mengandung falsafah otonomi daerah, good governance dan pemberdayaan masyarakat dimana hal ini sejalan dengan berbagai perkembangan pendekatan pengembangan wilayah di dunia.

Sejalan dengan otonomi daerah, pemerintah daerah memilikii kewenangan yang lebih luas untuk menentukan kebijakan dan program pembangunan yang terbaik bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah masing-masing. Namun konsekuensi logis dari pelaksanaan otonomi daerah adalah adanya perbedaan kinerja pembangunan antardaerah. Perbedaan kinerja pembangunan antardaerah pada gilirannya akan menyebabkan kesenjangan kemajuan dan tingkat kesejahteraan antardaerah dan timbulnya berbagai permasalahan dan lahirnya potensi konflik yang perlu dipantau dan dievaluasi secara cermat dan berkesinambungan. 

Program peningakatan kapasitas yang terdapat dalam proyek SCBD adalah bermaksud memberikan dukungan agar kapasistas Pemda meningkat dalam memberikan layanan publik dan memberikan dukungan bagi pengembangan kapasitas kelenbagaan dan kapasitas inti sumberdaya manusia agar lebih berkemampuan dalam menjawab kebutuhan pelaksanaan fungsi dan manajemen Pemda.

Pelaksanaan proyek SCBD memerlukan beberapa indikator penilaian terjadinya peningkatan kapasitas, yaitu meliputi kinerja internal (aktivitas Pemda yang bersifat lintas sector) dan kinerja eksternal (pelayanan Pemda kepada masyarakat).  Salah satu cara mengukur kinerja pemerintahan daerah adalah audit kinerja pemerintah daerah yang berfokus kepada audit fungsi fungsi lintas sector atau aktifitas yang berlaku atau yang ada di semua sector pemerintahan.

Audit kinierja pemerintahan dalam proyek SCBD berfokus pada audit fungsi-fungsi lintas sektor atau aktivitas-aktivitas yang ada di semua sektor. Fokus audit kinerja adalah terletak pada 10 fungsi pemerintahan daerah, yang meliputi administrasi umum, manajemen keuangan, audit, hukum, organisasi, pengelolaan dan pengembangan sumberdaya manusia, informasi dan komunikasi, perencanaan pembangunan, manajemen proyek, monitoring dan evaluasi, serta pengadaan barang dan jasa.

Audit terhadap sistem dan praktik manajemen pemerintah daerah bertujuan untuk mengidentifikasi perubahan apa yang terjadi pada sistem dan praktik manajemen pemerintah kabupaten/kota yang menerima paket SCBD. Sebagai tambahan terhadap penggunaan utama audit ini, yaitu sebagai instrument untuk memonitor manfaat proyek. Audit kinerja Pemda juga dapat dipakai untuk memainkan peran positif dalam membantu peningkatan kapasitas Pemda pada periode pelaksanaan SCBD atau setelah proyek SCBD berakhir.

Audit kinerja pemerintah daerah ini tidak dimaksudkan untuk menunjukkan performance dari sebuah lembaga, akan tetapi lebih kepada untuk memperlihatkan berbagai sistem dan praktek  lintas fungsi utama SKPD (Satuan Kerja Pemerintahan Daerah). Dengan demikian, penilaian audit kinerja ini memperlihatkan berbagai persoalan dalam sistem dan praktik pemerintahan. Capaian audit kinerja adalah menunjukkan keterbatasan dari sistem dan praktik yang ada, yang tentunya memerlukan perbaikan untuk menghasilkan sistem dan praktik dalam pemerintahan yang baik.

Audit kinerja Pemda juga dapat dipakai untuk memainkan peran positif dalam membantu peningkatan kapasitas Pemda, pada periode pelaksanaan SCBD atau setelah program SCBD berakhir. Survey audit kinerja ini dapat membantu manajemen senior Pemda untuk mengidentifikasi aktivitas utama pada sistem dan praktik manajemen Pemda yang sangat memerlukan perbaikan. Oleh karena itu, hasil audit ini dapat membantu Pemda mengidentifikasi prioritas-prioritas untuk rencana tindak selama implementasi maupun setelah program SCBD.

B. TUJUAN 

Secara umum, tujuan audit kinerja adalah untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai sistem dan praktik-praktik manajemen yang digunakan oleh pemda. Oleh karena itu, survei ini diperuntukkan bagi manajemen senior (Sekda dan Kepala Bappeda dan kemungkinan Asisten Sekda) dan Bupati/Walikota. Secara khusus, audit kinerja pemerintah daerah bertujuan :

a. untuk melihat kondisi kinerja pemerintahan daerah pada saat proyek SCBD belum dilakukan;

b. untuk mengidentifikasi area fungsi aktivitas lintas sektor yang masih memerlukan perbaikan dalam peningkatan pelayanan kepada publik
C. Manfaat

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Adanya gambaran tentang kinerja pemerintah daerah, yang mencakup mutu dan persoalan pelayanan.

b. Adanya berbagai masukan dalam rangka pengembangan pelayanan pemerintahan daerah

c. Adanya rekomendasi bagi pengembangan strategi dan program SCBD.
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